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BUPATI SUKOHARJO  

PROVINSI JAWA TENGAH  

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI  

DAN WAKIL BUPATI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka pengelolaan biaya penunjang 

operasional Bupati dan Wakil Bupati yang dipergunakan 
untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial 

masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya 

guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil 
Bupati, perlu diatur mengenai Biaya Penunjang 

Operasional Bupati dan Wakil Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf 

h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, perlu menyusun pedoman biaya penunjang 

operasional  Bupati dan Wakil Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil 

Bupati; 

 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

300); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG 

OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk 
mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.  

 

BAB II 

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  

Pasal 2 

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara. 
 

BAB III 

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

Pasal 3 

(1) Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati 

disediakan Biaya Penunjang Operasional. 

(2) Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk:  

a. koordinasi; 

b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; 

c. pengamanan; dan 

d. kegiatan khusus lainnya. 

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang 

dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Negara lain, Pemerintah Daerah lain, 
Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok 

masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan 

hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang 

mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan/atau Wakil 
Bupati yang tidak dibiayai oleh perangkat daerah lainnya. 
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(4) Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan 

untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan oleh 

kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, 

konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat 
di dalam negeri maupun di luar negeri yang tidak dibiayai 

oleh perangkat daerah lainnya.  

(5) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c digunakan untuk kegiatan pengamanan dalam 
pelaksanaan tugas Bupati dan/atau Wakil Bupati.  

(6) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf d digunakan untuk membiayai kegiatan 
kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk 

masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial 

kemasyarakatan, seni, budaya, keagamaan, penguatan 
rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi 

kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu 

tugas Bupati dan/atau Wakil Bupati diluar kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 

 
Pasal 4 

Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil 

Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli 

Daerah sebagai berikut : 

a. Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima 

juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); 

b. Di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s/d. 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling 

rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 

dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); 

c. Di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) s/d. 

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling 

rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen); 

d. Di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 

s/d. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 
paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh 

persen); 

e. Di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 

s/d. Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar 

rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta 

rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat 
puluh persen); dan 

f. Di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar 

rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima 

belas persen). 
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Pasal 5 

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dibebankan pada APBD dan dibayarkan setiap bulan 
dalam tahun anggaran berkenaan.  

 

BAB IV 

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA 

PENUNJANG OPERASIONAL 

Pasal 6 

(1) Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati 
disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Besaran biaya penunjang operasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut: 

a. besaran biaya penunjang operasional untuk Bupati 

adalah 70% (tujuh puluh persen) dari besaran 

klasifikasi Pendapatan Asli Daerah paling rendah 
Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) dan 

paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas 

persen); dan 

b. besaran biaya penunjang operasional untuk Wakil 

Bupati adalah 30% (tiga puluh persen) dari besaran 

klasifikasi Pendapatan Asli Daerah paling rendah 

Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) dan 
paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas 

persen). 

(3) Besaran biaya penunjang operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada penetapan 

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran berkenaan. 

 

Pasal 7 

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati secara 

kolektif diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan/atau 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-SKPD) Bagian Umum Sekretariat Daerah 
dikelompokkan ke dalam belanja operasi, objek belanja dana 

operasional Bupati dan Wakil Bupati. 

 

Pasal 8 

(1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran 

bertanggung jawab atas pengelolaan biaya penunjang 

operasional Bupati dan Wakil Bupati. 

(2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran 

mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-

LS) untuk mencairkan biaya penunjang operasional 
Bupati dan Wakil Bupati kepada Bendahara Umum 

Daerah. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

 
 Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 4 Januari 2022       

BUPATI SUKOHARJO, 

 

ttd. 

 

ETIK SURYANI 

 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 4 Januari 2022 

 

 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

ttd. 
  

             WIDODO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2022 NOMOR 2 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

 

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH 

Penata Tingkat I 

NIP.19790801 200501 2 010 
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